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Tahun 2026
Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I;
3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II.

di-

Seluruh Indonesia

1. Rujukan:

a.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7149);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor
M.IP-31-OT.01.01 Tahun 2025 Tentang Wewenang dan Pelimpahan
Kewenangan Pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan;
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h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Sehubungan dengan proses Pengembangan Karir bagi Pemangku Jabatan
Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maka dengan ini disampaikan

beberapa persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Jadwal Pendaftaran Usulan Pelatihan Mediator
Waktu Pelaksanaan Pelatihan Mediator akan dimulai pada tanggal 12 Oktober
s.d 18 Desember 2026, yang akan dibagi menjadi beberapa gelombang.

Jadwal Pendaftaran Pelatihan Mediator bagi Pemangku Jabatan Fungsional
Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2026 akan dibuka pada 02 Oktober s/d
06 Oktober 2026 Pukul 23.59 WIB;

Persyaratan Khusus

1.

3.

Peserta diutamakan bagi Jabatan Fungsional PK pada Balai Kelas | dan
Balai Pemasyarakatan Kelas II;

Usia Pemangku Jabatan Fungsional PK Maksimal 50 Tahun (kelahiran
diatas tahun 1976);

Masa kerja sebagai Pemangku Jabatan Fungsional PK minimal 5 tahun.

Persyaratan Umum dan Dokumen Administrasi
Pelatihan Mediator ini sepenuhnya dibiayai oleh negara. Bagi Pemangku

Jabatan Fungsional PK yang akan mengusulkan Pelatihan Mediator dapat

mengajukan usulan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1)

Surat Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Surat Usulan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;

Salinan Penetapan SK awal sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;
Dokumen Penilaian Kinerja (SKP dan Evaluasi Kinerja) tahun 2024 dan
2025 dengan nilai Predikat Kinerja paling rendah Baik;

Surat keterangan tidak sedang menjalani/ dalam proses pemeriksaan atau
dijatuhi hukuman disiplin yang di tandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis;

Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar;

Surat Pernyataan Komitmen untuk transfer ilmu kepada Pemangku
Jabatan Fungsional PK lainnya.

IV. Mekanisme Pengajuan Usulan Pelatihan Mediator

1) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas | dan Kepala Balai Pemasyarakatan

Kelas Il menetapkan dan mengusulkan nama - nama calon peserta
yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah kuota yang
sudah ditentukan perjenjang jabatan yang dapat dilihat dalam link sebagai
berikut : https://bit.ly/PembagianPesertaPelatihanMediator
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2) Peserta yang akan diusulkan mengikuti Pelatihan Mediator dari Balai
Pemasyarakatan Kelas | dan Balai Pemasyarakatan Kelas I,
penyampaian usulan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

3) Peserta yang akan diusulan mengikuti Pelatihan Mediator dari Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, penyampaian usulan dilakukan oleh
Sekretaris Direktorat  Jenderal kepada Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan;

4) Mempertimbangkan urgensi waktu pendaftaran surat usulan dari Kepala
Balai Pemasyarakatan dapat terlebih dahulu diupload dalam aplikasi;

5) Peserta yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Kepala Balai
Pemasyarakatan Kelas | dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I,
wajib melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengupload
seluruh dokumen persyaratan melalui laman
kepegawaian.ditjenpas.go.id

V. Person in Charge (PIC)

Untuk informasi Pelatihan Mediator Pembimbing Kemasyarakatan dapat
menghubungi PIC yaitu sdri. Dewi (082111969685), sdr. Rijal (085223213609),
sdri. Elka (081310273124), sdri. Hastria (081310611224).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

© xevenumens

Drs. Mashudi

Tembusan :

1.

5.

Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3.
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan.
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